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SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang
akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi,
sinergitas dan kesinambungan perencanaan,
penganggaran, perjanjian Kkinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
Kinerja, reviu dan evaluasi;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan
pelaksanaannya belum mengatur secara
terperinci mengenai tahapan penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sehingga
diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam
Peraturan Wali Kota,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il
Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 986);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan  Pelaporan  serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial  yang Bersumber Dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34
Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan  Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial  yang Bersumber Dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 34 Seri E).



Memperhatikan

Menetapkan

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor
54 Seri E);

17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 84 Tahun
2018 tentang Tunjangan Penambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 84 Seri
E);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2019 tentang Penerapan Aplikasi Siencang
(Sistem Informasi Perencanaan dan
Penganggaran) di Lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019
Nomor 6 Seri E).

Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Wali
Kota Bekasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan di Kota Bekasi Nomor
100/717/SETDA.Tapem tanggal 20 Juni 2019.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan Kkinerja
instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang telah atau hendak
dicapai sehubungan  dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan  berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja
pada perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
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Program adalah penjabaran kebijakan perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi perangkat
Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan
yang akan dicapai dari kinerja program dan
kegiatan yang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas
hasil (outcome) dari suatu program yang
merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pemerintah Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh
perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas
keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang
terkait secara logis dengan Indikator Kinerja
Program.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan
dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program
dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan
fungsi organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Strategis perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis adalah
dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintanh Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
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Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan
yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,
misi dan strategi, atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai
dengan standar, rencana, atau target
sebagaimana indikator kinerja yang telah
ditetapkan.

Pengelolaan Data Kinerja adalah salah satu
rangkaian dari implementasi SAKIP di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan
dengan cara  mencatat, mengolah, dan
melaporkan data kinerja masing-masing
Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja
untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah
menyajikan informasi Kinerja yang andal, akurat
dan berkualitas.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah
aktivitas analisis yang sistematis, pemberian
nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan akuntabilitas dan kinerja
instansi/unit kerja pemerintah.
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Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses
penilaian pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah
atau Perangkat Daerah sesuai dengan target
kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari
suatu Kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi
organisasi secara terukur dengan sasaran/target
Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu
Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah kota selaku
pengguna anggaran/barang.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran perangkat
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran Yyang Dberisi
Program dan Kegiatan suatu perangkat Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja Rencana Kerja perangkat Daerah
yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran
serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah
rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah.
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Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran
yang selanjutnya disebut Siencang adalah
aplikasi yang digunakan untuk mengakomodasi
proses perencanaan partisipatif dan
penganggaran dalam perencanaan pembangunan
di Kota Bekasi melalui sistem informasi
elektronik.

Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman SAKIP adalah
sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan akuntabilitas dan peningkatan
Kinerja.

Tujuan penyusunan Pedoman SAKIP adalah:

a. mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan
SAKIP;

b. mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan
kesinambungan mulai dari perencanaan
strategis, perjanjian Kkinerja, pengukuran
kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan
Kinerja, reviu atas Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah dan evaluasi Kkinerja
Perangkat Daerah; dan

c. meningkatkan kualitas Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah.

10



BAB Il
PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:
perencanaan;
penganggaran,;

perjanjian Kinerja;
pengukuran kinerja;
pengelolaan data kinerja;
pelaporan kinerja; dan
reviu dan evaluasi.

Q@reo0op

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
RPJMD

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melakukan penyusunan RPJMD.

(2) RPIJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang memuat :

tujuan;

sasaran;

strategqi;

arah kebijakan;

pembangunan daerah dan keuangan daerabh;

dan

program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah.

©oo0 o

.—h

(3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif

11



RPIJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak
sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri;
b. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

Petunjuk teknis penyusunan RPJIMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Rencana Strategis

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun
Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam hal RPJMD diubah, maka Rencana
Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan RPJIJMD Perubahan.

Petunjuk teknis penyusunan Rencana Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Paragraf 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melakukan penyusunan RKPD.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran dari RPJMD vyang
memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. prioritas pembangunan daerah; dan

c. rencana kerja dan pendanaan.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diubah dengan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi  prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan RKPD menggunakan sistem aplikasi
perencanaan.

Petunjuk teknis penyusunan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Kerja

Pasal 7
Setiap Perangkat Daerah harus menyusun

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam hal RKPD diubah, maka Rencana Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan RKPD Perubahan.

Perangkat Daerah  menyampaikan  usulan
rencana kerja melalui sistem aplikasi
perencanaan.

Petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Penganggaran
Pasal 8

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai
dokumen penganggaran Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerabh;

Perangkat Daerah melakukan input Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) melalui sistem aplikasi
perencanaan;

Petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang
mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah.
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Bagian Keempat
Perjanjian Kinerja

Pasal 9

Wali Kota menyusun Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara
Eselon Il, Administrator setara eselon I1llI, dan
Pengawas setara eselon IV harus menyusun
Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan
dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disusun dan ditandatangani secara
berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan setelah
dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disesuaikan dalam hal :

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. terjadi perubahan dalam strategi yang
mempengaruhi  pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan
alokasi anggaran); atau

c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang
berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.

Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pengukuran Kinerja
Pasal 10
Setiap Perangkat Daerah harus melakukan
Pengukuran Kinerja Tahunan yang telah
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
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Perangkat Daerah menjabarkan Pengukuran
Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan membuat pengukuran kinerja per
triwulan yang mencerminkan pencapaian kinerja.

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Petunjuk teknis Pengukuran Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran 11l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah harus melakukan
Pengelolaan Data Kinerja.

Data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data pencapaian target kinerja dan
realisasi penggunaan anggaran masing-masing
unit kerja di Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pengelolaan Data Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara periodik per triwulan.
Pengelolaan Data Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pengelolaan Data Kinerja memanfaatkan Sistem
Informasi  Elektronik  yang membidangi
perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring
dan evaluasi pembangunan, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan kinerja harian
pegawali.

Sistem Informasi Elektronik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara bertahap
diintegrasikan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian.
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Petunjuk teknis Pengelolaan Data Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kinerja

Pasal 12

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun
Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui
Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

Wali Kota menyusun Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah berdasarkan Laporan Kinerja yang
disampaikan oleh Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Wali Kota menyampaikan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi setelah
dilakukan reviu oleh Inspektorat paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pasal 14

Petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Reviu dan Evaluasi

Paragraf 1
Reviu
Pasal 15

(1) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

(2) Petunjuk teknis tata cara reviu atas Laporan
Kinerja  Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Evaluasi
Pasal 16

(1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi yang
terdiri dari :
a. evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat
Daerah; dan
b. evaluasi kinerja per semester.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam laporan hasil evaluasi dan
disampaikan kepada Wali Kota.

(3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
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Pasal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan
pengendalian atas implementasi SAKIP Perangkat
Daerah di lingkungan masing-masing.

(2) Pengendalian atas implementasi SAKIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berjenjang dengan pejabat struktural yang ada
dibawahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Juli 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 82 SERI E
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